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SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KONTRAK - HARGA SATUAN

Nomor : 620/09/KTR.P.073PAD-BM/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPTK/PPKom)

DENGAN

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
JI. Langkisau No. 5 Painan Pesisir Selatan

TENTANG

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR

LOKASI

BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD

: KAB. PESISIR SELATAN

NILAT PEKERJAAN ! Rp. 19.017.535.480,80

(SEMBILAN BELAS MILIAR TUJUH BELAS JUTA
LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT
RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH DAN DELAPAN
PULUH SEN)

WAKTU PELAKSANAAN : 220 (DUA RATUS DUA PULUH ) HARI KALENDER
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PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783
hitp:/iwww. bmckir sumbarprov.go.id — email: bmckir@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -

ALAHAN PANJANG (P.073) PAD
Nomor : 620/09/KTR.P.073PAD-BM/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak™ dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari
Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan
Surat Pesanan Nomor ; 620/08/SP-P.073PAD-BM/2025 tanggal 26 Mei 2025, Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/05.21/SPPBJ-P.073PAD-BM/V/2025 tanggal
21 Mei 2025, antara :

Nama : KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.

NIP : 19861115 201001 1 007

Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Berkedudukan di : J1. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor:
003/SK-BMCKTR/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara
Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 selanjutnya disebut “Pejabat

Penandatangan Kontrak”, dengan :

Nama : Drs. SYAFRIZAL NOER

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di :JI. Langkisau No. 5 Painan - Pesisir Selatan
Akta Notaris Nomor 270

Tanggal ;31 Juli 2019

Notaris : MARKHALINA SATRIANITA, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA selanjutnya

¥

disebut “Penyedia”.




Dan dengan memperhatikan :

T

10.

1.

(a)
(b)

()

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog
Elektronik;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Surat Edaran Nomor : 17/SE/Db/2023 Tentang Pembelian Pada Katalog Sektoral
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga

Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera
Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021 dan
Nomor : 120.013/PKS/GSB-2021 Tentang Pembangunan Strategi yang Tidak Dapat
Dielakkan Dalam Rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana
Berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru — Alahan Panjang Melintasi Suaka
Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok di
Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui metode pemilihan e-purchasing;
Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak
ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang
(P.073) PAD yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diterangkan
dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian
profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

L




untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

(f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018
bertanggung jawab atas :

1) Pelaksanaan Kontrak;

2) Kualitas Barang/Jasa;

3) Ketepatan perhitungan dan jumlah volume;

4) Ketepatan waktu penyerahan; dan

5) Ketepatan tempat penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD dengan syarat dan ketentuan
sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :
1. Pembangunan Jalan Provinsi
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar
Rp. 19.017.535.480,80 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah Dan Delapan Puluh Sen)
dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002.

2. Kontrak ini dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025.

"




(1)

(2)

1)

2)

3)

Program . Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan . Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan . Pembangunan Jalan
Kode Rekening : 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002.

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Syariah Padang rekening
nomor : 71000.10.800353-2  atas nama Penyedia : CITRA MUDA NOER
BERSAUDARA PT.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian,

Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat

Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang,

subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,

Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak.

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

Adendum Kontrak (apabila ada);

Surat Perjanjian;

Surat Pesanan;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

spesifikasi teknis dan gambar;

Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada

negosiasi); dan

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi
aritmatik);

@ oo o

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama
180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender.




Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai,

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak
PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA (PPTK/PPKom)
N
Drs. SYAFRIZAM NOER KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.

Direktur NIP. 19861115 201001 1 007




Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak
PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA (PPTK/PPKom)
—
Drs. SYAFRIZAL NOER KHAIRUL A WAR, S.T., M.T.

Direktur NIP. 19861115 201001 1 007




PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN
PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (P.073) PAD
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REKAPITULASI

Kegiatan . Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan  : Pembangunan Jalan
Nama Paket . Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD
Provinsi : Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten pesisir Selatan
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
{Rupiah)
1 Umum 307.374.295,00
2 Drainase 587.634.540,00
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 7.670.829.698,25
4 Pekerjaan Preventif _ SR
3 ﬁerkerasm Berbutir Dan Perkerasan Beic_m_S;-,;nen 4.3 ]lO.€§é0.423.;77’757w
6 Perkerasan Aspal 3 3 5.046,594.153.80 |
7 Struktur | 79468230060 |
B  Rehabilitasi Jembatan 5
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain |7 2soBdideao |
B 10 Pekerjaan Pemeliharaan ; e
(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( fermasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 19.017.535.480,80

(B) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN

19.017.535.480,80

Terbilang :  Sembilan Belas Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus

Delapan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Sen

Untuk dan atas nama,
Penyedia
PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

Direktur

Padang, 26 Mei 2025

Untuk dan atas nama,

Pejabat Penandatangan Kontrak
PPTK/PPKom

NIP. 1986]115 201001 1 007




T._ QoG |

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

9 + #REF!
Sub Kegiatan ;s #REF!
Paket : #HREF!
[Kab/Kodya :#REF!
No. Mata i Satwan | Peridan | VIS SMUMN | upuiah Hargs Harga +
Pembayaran Kuantitas PPN 11% (Rupiah)}
(Ruplal)
a b c d & f=@xe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1,00 46.464.670,00 46.464.670,00
SKh-1.1.22 Penerapan SMKK =
1 Penyiapan dol penerapan SMKK %
SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00 3.300.000,00 3.300.000,00
SKh-1.1.22.(1b) Pemb p fur dan instruksi kegja Set 1,00 300.000,00 300.000,00
2 Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan =
SKh-1.1.22.(2g) Spanduk (Banner) Buah 3,00 350.000,00 1.050.000,00
SKh-1.1.22.(21) Papan Inf i Kesel K kst Lembar 1,00 1.600.000,00 1.600.000,00

3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelind Diri -

3a APK -

3b APD -
SKhe1.1.22.(3b1) | Topi pelindung (Safety halmet) Buah 15,00 70.000,00 1.050.000,00
8Kh-1.1.22.(3b7) | Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 15,00 5.000,00 75.000,00
SKh-1.1.22.(3b8) Scpatu kesclamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 15,00 500.000,00 7.500.000,00
SKh-1.1.22.(3b11) | Rompi keselamatan (Safety vest) Buah 15,00 55.000,00 $25.000,00

4 A i dan Perizinan terknit Kesel K -

3 Personil Kesel Ki i S
SKh-1.1.22.(5a) Ahli K3 Konstruksi / ahli kesel k kst (sebagai pimpinan UKK) Orang 1,00 10.787.625,00 10.787.625,00

6 Fasilitas sarana, pr dan alat kesel -
SKh-1.1.22.(6a) Peral P3K Set 1,00 200.000,00 $00.000,00

7 Rambu dan Perlengkapan Ialu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas -
SKh-1,1.22(72) | Rambu petunjuk Buah 3,00 160,000,00 480,000,00
SKh-1.1.22(Tb) Rambu L Buah 3,00 160.000,00 420.000,00
§Kh-1.1.22(7c) Rambu peringatan Buah 3,00 160.000,00 480.000,00
SKh-1.1.22.(Te) Rambu informasi Buah 3,00 200.000,00 600.000,00
SKh-1.1.22.(71) Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick) Buah 3,00 160.000,00 480.000,00

Alat pengendali pemakaian jalan 2 o

Alat p jalan tarn -

8 K Itasi dengan Ahli terkait Kesel: Konstruksi -

] Koglutun dun perslutan terkatt Pengendulinn Ristky Kesol Konsiruksl -
SKh-1.1.22.(9a1) Alat p dam api ringan (APAR) Buah 1,00 1,200,000,00 1,200.000,00
#Kh-1,1.22.(9a4) | Hendora K3 Buah 2,00 $3,000,00 110.000,00
BKh-1,1.22.(9a%) | Puombuatan Kartu Identitas Pekerja (KII") Bush 20,00 4.300,00 110,000,00

BKh-1.3.17 Peagendull Erosl Lesreng -
HKh-1,3.17(1.b) | Sulimut Pengendali Erosi Tips 11 M2 400,00 94,340,00 37.736.000,00
BKh-1.3.17 (Le) | Matras Perk Tipe 1L M2 400,00 379.975,00 131,990.000,00
SKh-1.3.17 (2.b) P Biji Vegetasi dengan Teknik Taplok M2 400,00 99.890,00 39,956.000,00
Juminh Harga Pekerjann DIVISL 1 (maswk pada Rekapiilasi Perkiraan Harga Peketjaan) 307.374.298,00
DIVISI 2. DRAINASE
2.1.(1) Galian unfuk Selokan Drainase dan Saluran Air M 2.060,00 40,050,00 $2.503,000,00
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M 300,00 958.305,00 287.491.500,00
2.3.(15) Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 em x 100 em M! 24,00 9.068.335,00 217.640.040,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkivaan Harga Pekeriaan) S87.634.540,00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
314D Galian Biasa M 88.470,05 49.210,00 4.353.611.160,50
3.1 Galian Batu Lunak M 10.450,00 121.205,00 1.266,592.250,00
3.1.03) (Galian Batu M 2.612,50 225.190,00 588.308.875,00
3.2(1b) Timbunan Biasa dari Hasil Galian M 1.208,75 22.040,60 26.641.575,25
3.2.(2a) Tunbunan Pilihan dan Sumber Galian M 4.807,50 238.445,00 1.386.699.337,50
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M 15.430,00 3.170,00 48.976.500,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rokapitulasi Periaraan Hearga Pekerjaan) 7.670.829 698,15

DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF

Jumlah Harga Pekerjuan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Periiraan Harga Pekerfaan)




DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A M 233613 £13.875.00 1.917.595.303,75
5.1.02) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M 3.008,00 795.640,00 2393.285,120,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI § (masuk pada Rekapitwlasi Perfaraan Harga Fekerjaan) 4.310.880.423,75
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 18.540,00 16.800,00 311.472.000,00
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 2.104,29 2.242.220,00 4.718.281.123,80
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 223,06 75.500,00 16.841.030,00
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjoan) 5.046.594.153,80
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(7a) Beton struktur, /&°20 Mpa M 20,00 2.203.300,00 44.066.000,00
7.1(8) Beton, jo' 15 Mpa (Bahu Jalan) M 346,04 1.744.240,00 603.576.809,60
73() Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Kg 100,00 21.125,00 2.112.500,00
73(2) Baja Tulangan Sirip BiTS 280 Kg 100,00 21.125,00 2.112.500,00
79.41) P Batu M 100,00 916.065,00 91.606.500,00
7.10.(3a) Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis M 50,00 1.024.160,00 51.208.000,00
Jumlah Harga Pekerjann DIVISI 7 (masuk pada Rekapindasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 794.642.309,60
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumiah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (maswk pada Rekapituiasi Perkiraan Horga Pekerjaam) -
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.1.(1) Mandor Jam 49,00 27.570,00 1.350.930,00
9.1.(2) Pekerja Biasa Jam 147,00 22.430,00 3.304.560,00
9.1.(4b) Dump Truck, kapasitas 6 - § M Jam 49,00 760.345,00 37.256,905,00
9.1.(T) Bulldozer 100 - 150 PK Jam 24,00 956,015,00 22.944.360,00
9.1.(8) Motor Grader Min 100 PK Jam 24,00 654.215,00 15.701.160,00
9.1.(11) Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK Jam 49,00 507.905,00 24.887.345,00
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M 808,88 239.955,00 194,094.800,40
Juminh Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitilast Perkiraan Harga Pekerjaan) 299.540.060,40

DIVISL 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (maswuk pada Rekapitwlasi Parkiraan Harga Pekerj
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SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sty DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783
hitp://www.bmcktr.sumbarprov.go.id — email: bmckir@sumbarprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
Nomor : 620/10/SPL,P.073PAD-BM/2025

i
NNAVY

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan
Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/09/KTR.P.073PAD-BM/2025, tanggal 26 Mei 2025, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera

Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu :
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD

Sesuai DPPA Tahun Anggaran 2025 Sub-Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan
Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD berlokasi di Kab. Pesisir Selatan,
diserahkan kepada :

Nama Penyedia Jasa : PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
Alamat : J1. Langkisau No. 5 Painan - Pesisir Selatan
Nilai Kontrak : Rp 19.017.535.480,80

(Sembilan Belas Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima
Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah Dan Delapan Puluh Sen)

Waktu Pelaksanaan : 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender
Lokasi yang diserahkan adalah :

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.
Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

Yang menerima, Yang menyerahkan,

Pejabat Pembuat Komitmen

o M.T.
NIP. 19861 §15 201001 1 007

Tembusan :

Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Kabid Bina Marga. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

e dl Sl o
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CTPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 — 7051756 Fax. (075 1) 7051783
http.//www bmcktr sumbarprov,go.id — email: bmckir@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 620/11/SPMK. P.073PAD-BM/2025

Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang
(P.073) PAD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Alamat : JL. Taman siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan
Panjang (P.073) PAD, Nomor : 620/09/KTR.P.073PAD-BM/2025, tanggal 26 Mei 2025,
bersama ini memerintahkan :

Nama . PT.CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
Alamat . JI. Langkisau No. 5 Painan - Pesisir Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh : Drs. SYAFRIZAL NOER
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru -
Alahan Panjang (P.073) PAD

2. Tanggal mulai kerja ;26 Mei 2025,

3. Syarat-syarat pekerjaan  : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4.  Waktu penyelesaian : Selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender, dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember
2025;

5. Denda . Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian

pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau
sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;




Padang, 26 Mei 2025

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatangan Kontrak

KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
PPTK/PPKom

NIP. 19861115 201001 1 007

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atgs nama PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http:/ /www.bmcktrsumbarprov.go.id - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PESANAN

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
SURAT PESANAN PEJABAT PENANDATANGANAN/ PENGESAHAN TANDA
(SP) BUKTI PERJANJIAN
INOMOR  : 620/08/SP-P.073PAD-BM/2025
TANGGAL : 26 Mei 2025

Yang bertandatangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) :

KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.

PPTK/PPKom Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)
PAD

JI. Taman Siswa No. 1 Padang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
Drs. SYAFRIZAL NOER

Direktur

J1. Langkisau No. 5 Painan - Pesisir Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk memberikan layanan jasa konstruksi dengan memperhatikan ketentuan — ketentuan sebagai
berikut :

Rincian Item Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru -

Alahan Panjang (P.073) PAD di etalase Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sumatera Barat :




®

['TI%RS 1y uenges
ISIA9Y 10T wmuwi() Iseyyisadg 2 q& S dwesedia])
00°000"€05 T8 00°0S0°0F 00°ZS0°0F 090CT noesSuajy (pautjun) yepn undne e ora o usjuquIdF wep
(paury) 1sidepip SueA nieq ueyoyes uepep neelsnpg
uer[ed dnyeousw tur uwe s LD, i
! fut ueel uveloyag
orde R Suesedss,
00000956 6€ 00068 66 00°006°66 00% L g mm_.swmw_om TN .3.@ ﬁwa_%wuu_wm_ow uEjeq Eu_..aw
wnw ) seyigisadg oy noeSuspy LTET-YAS g vewenenag]| WIWA S| uepep ueeaag||
ueeliayag h
Suesedsd,
00°000°066' 151 00°5L6'6LE 00°0L6'6L€ 00 bbbt @D iy Esacwm R .a.w
wnwp) seyyisadg oy noeSuopy| LT ET-YAS : senepy|| WU SIAIA)  uepep ueeloyeg
ueeliayeg
adip, 1501 Suesedis
00°000°9€L L€ 00°07E 46 00°0SE 6 oo CROSMBIoG. oy @) ::&:mw%m S .aw
wnuwi) seyyiseds oy :oawnoz_ LUET-YAS : nuwreg|| WU SN uppepr weeloyeg
ueelioag
(DINS) 1snsuoy . . Suesedn]|
00°$T9°LTT 1€ 00°ST9'LTT'IE 00°0£9°LTT 1€ 1 ugjRUIe[asa}y uawafeury 5T e UB)RqUIaf WEp
WIDISIS STy ], Iseyiyisedg 1ensag WIS wedeiauag) wnuip) SiAL ueep :uu_...a_u.g
T ueelioyag
Suesedia])
00°0L9 V9V 9t 00°0L9 ¥9¥ 9t 00° 1LY VOV O I C o sy Bl | Tl 5L ugjBquaf uep
wnwp) 1seyyisadg oy noeSuspy UBp ISESIIqOJA]|| wnuif) ISIALC nwper wusteneg
ueelioyag :
Ll () (dy)
ug uM\“Hon”“uE.. ) (%11 (%L Ndd uep ugInynN3ua npos L
P PRl A o Ndd UBP PE3YIIA0 || PBIYIIA0 YNSBULIY)) || SeIUENY neyedasip Suek dnySury Suenyy A d Anposg “oN TANPod H033u3] qng }npoig Lo3Ney
(1se1s03aN uvyeEdasay uenjeg L0328y qng
YNSBWIA)) 1SBISOBAN Buede],
SELvH L Emnieny usyeyedass .uw..s uemeg €81
UBBIDIIJ) ¥aey [BI0], i A H ¥ M




-

0S 091 T19°ESE P

00°01Z 6%

00°'S1Z°6¥

SO0LY'88

e SR8

‘T 1SIASY 8107 wnuy) [seyyisadg

oy noeBuapy eAUIRIDeS uele]

LIBp UIR| UBYRq NBJE njeq Neje yeue)

uyndurnuad neje ueSuenquiad

‘uenedueuad wereSuad|
dnyeousur SueA ueeliayo

134}

I'd

ESEI UBIRD)

AIAUIS03D)
uep yeuet,
ueel1njog

Suesedia]
uBJRqUIAL UEP
ueep useliayag

00°0¥0 0F9'LIT

00°S££'890°6

00°'6€£'890°6

¥C

Y6 1-1AS
WUl snsngy iseyyisedg oy noeSuspy
“eAuey jeped ereoos ueyeuesye|p

tt ugebayad q'¢°q wep Yzq|
3poIq JOWON “£'7 ISY2§ T 15140y
8107 wmuwp) rseygisadg 9y noeSuspy
‘Iequuay weanquiuad vyos Suoiof
Suosof wenuedSuad/meSuesewad
‘mesepue] uederiuad)

‘ueredFuad dnyeouswr rar ueel1ayog

1IN

av'd

wo

001 X W2 001
Wejep ueImyn
‘Buenueg
uojed ye10y
Suo1o5-Suoion

aseureI(y
ueeliayag

duesediny,
uBBqUIIL UEP
ugjep uee g

00°00S 16V°L8T

00°50£°856

00°60£°'856

00°00€

TTISNRS T ISIAY 10T wnw)|
seygisadg 9y noeBuopy weydersip
ye[a) Suek jesep mens see 1p

unSueqip Sued repow ueSusp nieq)
ueSuesed ueyeuniSusw ueSuap
eAUUIR] [129Y UBINJES INPNIS

uep (snd Anua) ynsew Sueqn]
‘(3yejo3 reue]) uoide ueienquuad
uep ‘Iie UBINJES UBP UBYO[IS
uejenquiad dnyjeousw 1 ueelioye|

N

£€rda

IeIO[A uBSua(g|
njeg ueSuese |

aseulRI(]
ueelroyog

Suesedia],
uB)BqUIdf WEP
ugjep useloyog

(dy)
(%11 Ndd

UED PEIYIIA0 HNSBULI))
{(1seisoda) ugjeyedasay

BBABH X sEuEny

UBRINIIJ) ¥SIBYY [¥I0],

(dy)

(%11
Ndd uep peayoAo
qnseunsd)) seisodaN

ugjeydasay eIy

(dy)

(%11 Ndd uep
PEIYIAD YNSBULI))
Buele]
uemeg saBy

SEIRUENY]

neyedasip Suek dnySuiy Sueny

uRInyn3ua g
uBnEg

Anposd -oN

TAnpoig
uo3aey qng

ARpog
1083e3] qng

}npolJ 110838y




"TE SRS T 151A9Y 810
wnui) seyyisads 9y noeSud URI[ED) JAQUING Juesedia,
0S°LEC'66998E'T 00°S¥t'88T 00°88¥'88C 0S°L08V ‘uejepewrad uep ueredure tN 994 e uBglidy  jHejuisoen S INGREN uip
‘aeynySuvSuad ‘uee uBUNQUIL] uep yeue]| Ul veelinpg
dnyeouswr Suek ueelraye ueelioyag
T'EISYAS T 1519y 810
wnuif) seyyisedg oy noesu ueien Suesedia
ST'SLS'I¥99T 09°0¥0'ZT 00'#0t'ST SL'80T'1 ‘werepewad uep ueredurey £ Ld [ISeH Lep||  jHRUISo3n b ot 2 T
‘uenySuefuad ‘uvep BSRIg uBunquiiy) uep yeuey|| Uerer veelinpg
dnojeouswr Sues ueeliae ueef1ayag
'€ 18¥98
‘T 1S1A9Y 8107 wnuip) [seyysads
oy noeBuapy “eAwreIns uepel Suesedia)
00°SL8'80€ 88S 00°061°SZT 00°161'STT 0S°Z19°T || Wep ure] ueyeq neje neq neje N LNC | npeq uelfen) WEINquiar wep
ueyndwnuad neje oeSuenqus ueper ueeliapg
‘veueSueuad ‘uer MMMW_WMM
dnyjeouows Sued ueeliaye ueeloy0
1€ 1838
‘T 1S1A9Y 8107 wnuif) IseyIsadg
9 noeBuaA eAuIRIDSS UEpel — Buesediay
00°0SZ'T65°99T'1 00°50T°1Z1 00°L0T'1T1 00°0S+'01 || Wep Ule] Ueyeq neje njeq neje EN d ugjequIDf uep
njeq UeIeD)
ueyndwnusd neye ueSuenqu : yuounsoan|| uepep uselipg
‘veueuenad ‘ueresSu uep yeue],
dmyjeouswr Sues ueeliayo ueeliayog
@Ahmzumm (du) L) npoig
uep __uu:“?a HNSENLIR) N (%11 Ndd usp upIny 3w Zinpoig :ew_ou n
(1se1s030)] v EyEdasay Ndd Uep peay1a40 || peayiaao ynsenisd)) || sepuenyy | neyedosip Suek dnyjSary Sueny e Npoig oN L, : BN 905 || ynpoig roSaey
3 a.u..a i Ynseurid]) ISe1sodaN sueley § S
H DL ugjeyedosayy eduey uRmRS ESIBH

UBBINIDJ) BB [BI0L




fa

UBRATHIIJ) B3IRH [BI0]

uenES B3A8E E

|

A1) jom:mnwrﬁm IS Jie)) Suesediay)
ISe N ie]
00°0002LY 1€ 0000891 oomsrye  footorswt | = 8V |mdsy - wenBueg weyuquiap wep
- s - —.
IseInuapi dnyeousua Sued ueelryag dusay sidery Edsyj| ML ISR
USRI
T'S S8 T IS1AYy 810T W
ﬂaé.ﬁﬁnm =4 :onmnu_.“‘m gﬁﬁv 9 SeRY| uowog uopy Sussedia
00°0TI 'S8T €6EC 00'0K9°S6L 00'TFo's6L || 00'800°€ || T . Emsa_e&_ o b5 EW V9Td |38y Sepuodll  peseroymeg||  MENAWSL wep
uesednSusd M——B mmmﬂ}.— ETOMUAH 11:q .—mw-.—&-—@m ugpep :ﬂﬁ_..-ﬁu—um
‘iseyynuapt dnyjeousn Sued ueeloxo UBSBINIO]
TS IS¥RS T ISTASY 81T winur
1seyyisadg oy noeSuapy uejEpe P
e S S R ‘e || UeP 1eSasSe veredureyduad : VPl vowog uowg e L
SLE0ES6S'LT6TL 00SL8'ELS 00°LL8'E18 £195€°C uwSuenquiad “weyisiog EN 9T d eS8y Isepuoy T ugjequIsf uep
S L : side ueel1ayeg Hodll e ueelzyag
“uesednFuad e reyduoq : 3 ue(] mngRg
‘seyynuap! dnyeouow Sued ueelzoyp, | ueseoywg
£ YRS T SIAY 810
wnuwy) iseygisedg oy noeSua
‘sequ] nje] mnfej ueregajadieqrye
nieq ueunquin seje Ip ueynq Sue
nreq Sued uvelel nyjeq yeioep 1p uep o — Suesedaa],
00°00S'9L6 '8 00°0L1E 00'€LT '€ 00°0SP'ST || sewuy npep anjel yesoep [p vAuserel 7N v e uvjBquIRL wEp
1p wesidey ueredureySuad yny : ugjer usBlINAg
ewie] jjuey uerel ueeynuued nee
Jesep yeue} ueeynuad uejepew AOIIS0S0
wep uenueSiuad ‘vedeid _m_mv _?ﬁ..w
dnyeousw Suek ueelioyd ueeloyod
?\Ahmh&.m (fu) (o)
ugp ku.._“u.s NSV (%11 (%11 Ndd Uep i uRINYNSUA Z ynpoig :awos e
e s Ndd UEp PEayias0 || peayiaso ynseunid)) || seyyuenyy neyedasp Sued dnySwrg Sueny S Amposg-oy || e L0SNEH G || ynpoag 1108EY
N e Hnsew . d}) 1SS0 Suede] _ S 7 A NS
¥BIBH X SeuEny| i |
2 ugyeyedasayy eSiey |




B

(z 15189Y) 8107 ©BIep\ BUIG WNUI()
1sexyyisadg ueBuap 1ensas ueddeisip
yej1 Suek uepel ueeynuiradne)e
ISBPUOJ SEJR Ip Ingesta) ueinduweo
uexpepewow uep redweySusuwr 21I9s

Buusedaa],
R ot . : ‘uerndurgouad 1sejeysur jesnd 1p 3 e uesednjaSuag R
00 00’ I#8 9L 00005 °SL 00¥€0'88 90 €TC seurd e1e20s indureotp Suek ‘Surpe) A 4~ 4 Y veyeq Wil <
uepedse ueyeq ‘JeS215e LIep LIPIA]
SueA seued jedselaq ueindwes
sne side] uep 1sepuoj sidej
rdniaq jome Sued jeped ueside] [edsy
ueepeSuad dnyjeousws ueelioyad UBSBIANI9 ]
"£'9 1595
‘7 1s1A9Y 80z W) Iseyiyisadg
2y norSuapy uednpadip eI (hg Bussedia],
08°€TI I8T8ILY R 0042 THTT | 6Tv01T || (uoBe Suiddins yue) uesednjoSuad)  uoy SEV -0V) Bieuy ugBquIdf uLp
000ceTreT LR Ueyeq ynseulsa) ‘velepewad side] uojse ueper ueeliapg
Lue uereq y P tdey il
uep ueredweySuad ‘veyisioquiad fedsy
dnyeouswr Suek ueel1oyog UBSBISNIO]
{3 (dw) (du)
el NI (%11 (%11 Ndd usp Anpotd
NP PO NaReL) Ndd UBP PEIAA0 || PBIYIA0 YNSBULIY)) || SeInuenyy neyedosip Suek dnySury Sueny i HNpoag ‘oN 2 ANpotd L0239 40S || ynpoug 103y
(aseisodoN uvjeyedasay uemesg Lio8ey qng
R NSBWIA]) ISBISOSIN dueke],
H X STl uejeyedasay] eBiey uEnES vy

WeRINIIJ) B3R [EI0],




09°608 9LS €09

00 0VT¥PL 1

00°SYT ¥rL'1

p0'orE

"1°L 18398 T 1S1A9Y 810 wnuip)
seyiyisadg 93 noeSuapy Suwey
dejay 1sepuoy 1efe ueyueyepadwawm
ynjun uie] ueyepun;

neje ueedwowad nradas 1sepuoy
ueereyipwad uep el1ay rejue|
‘u0jaq uelemesad ueepeSuad ‘uojag
ue10238uad ymun el1oy jeduo)

uederduad dnyjeouewr eynd stue
Uojeq mpynis ynines ueeuesyeed
dnyeouawr Suek ueelioyo

EN

6T4d

(ueref
myeg) vdp
S1.9 'uorReyg

mnpnng

Suesedia
ugjuquUIdf uep
uejep weelinpg

00°000'990 ¥t

00°00£€°€0T°C

00°861°€1TT

00°0T

T'L 183§ T 1S1A9Y 8] 0T Wwinu
1seyIsadg oy noeSuopy ‘Suney
dejay 1sepuog rede ueyuegepdwon
jniun uie] ueyepun)
neje ueedwouwed pradas 1sepuo)
ueereyipwed uep el1ay rejuef
‘uotaq ueremead ueepeSuad ‘uojeqj|
ue10da8uad ynun elioy jedwe;
uederiuad dnyjeouswr ejnd snuey
‘uojaq mpnils yninjes ueeuesyead
dnyjeousw Juek ueel1oye

N

(CTARWA

Bdy 07 04
.:.:u_sbm couum

g

Suesedia],
ugjBquIap uep
ugjep ueeliapg

(dy)
(%11 Ndd

UBP PEALIDAC YNSEULLA])
(1seisoa) uweyedasay

RBIRH X SB)RUBNY]

UBRINIIJ) BSIRY [RI0]

(du)

(%11
Ndd uep peayioa0
}NSeULId)) ISBISOSAIN
uejeyedasayy eBaey

(dy)

(%11 Ndd uep
PEIYI9A0 YNSBULIY))
Suele]
uRmES viavg

seyuEnyy

neyedasip Sued dnySury Suenyy

ugInRYN3uag
uenjeg

HRpold "ON

Tnpoig
L1089y qng

3npoig
L1033)e3] qug

}npoag 103aey




9

PR i o n T A%y 10T E3IeA] 2 g e
00005909°16 00590916 00990916 00001 euIg wnwp seyIseds 1ensag £ (MéeL njeg UBSULSE] =u”uu”.¢.k“=hm.u“”._“
.—ggm H __
L 1SY3S ‘T IS1A9Y 810T W)
iseyyisadg 2y noeSuapy Suwiay
deys; 1sepuoy JeSe ueyueyepadwau]
ymun ure| uByepun)
nete ueedwowad niadas 1sepuoy Sussediay
e — ‘ , 08Z SLig dug
00°00$TI1'T SR 00°LTI'1T 00°001 ugereyiowad uep eloy el 8y @cL e uejeq UL uEp
‘uo12q uejemesad ueepesuad ‘vojaq : ueep ueelianag
uelosafuad ynjun el1oy redws;
uederfuad dnyeousw eynd snuey
‘U01aq INPNIS YNIN[IS UBBUBSYE]
dnyeouaur Sued :mw_uou_MM Mg
jynjun uie] ueyepun
neje ueedwowad radss isepuoy
ueereyipwad uep eliay rejue] Fussediag
00005 211 00°s21'1Z 00°L21'12 oo'pr || UORAuEEMEIRd uETpEBUad WorRg) g Mgy |82 IR uejequiaf wep
ue102a8uad ymun ey wedwo ueguelny, eleg ueqer uselsoyog
uederduad dnyjeouswr ejnd sturey
‘U0JAq JNPIUIS YNIN[SS UBBUBSYE]
dmyeouswr Suek ueeliayag mpnng
A.w\oAM“mzv.mﬁ (du) (%) n
UED PEIYIIAO YNSBULIAY) (%11 (%11 Ndd uep ugInyN3uag 7 ynpoag 3 .SMS—E.& n
(1semodoy uujeyedasoy Ndd Uep PEYISA0 (| PE3YIIA0 YNSEULIY)) || seIpuEnyy neyedasip Suek dnySuiy Sueny e Hnpoag “oN LoRnes g |l B ANS || ynpoag oSy
vEiv) * sonusy HNSBWI)) 1SBIS0BIN Buedu]
ugjeyedasayy eSiey uenjeg vSIey

UBRINIDJ) ¥SXRY [BIOT,




00°0€£6°0S€'1

00°0LS LT

00°9LS"LT

6

"I'L 1$¥RS T 1S1A9Y 81T W
1seygIsadg 9y noeSuopy “Suue

des) 1sepuoy JeSe ueyueyepadwo
Jmun ure] ueeput

neje ueedwowad nuadas 1sepu
ueereqijawad uep 19y e
‘w032q ueremerad ueepeSuad ‘wolo
ueioasSuad yryun eliay redws

uederfuad dnojeouow ejnd s

‘U0IRQ INPYIUIS YNIN[IS UBBUBSHE]

dmyeousws Suek ueeliaye

wef

L1

Jopuepy

uleg-urey
ueeliayad
uR( UBLIRE
reefoyag

Suesedia]
uw)Rq AL wep
ueer ueelanp )|

00°000'80T IS

00091 +Z0'1

00291 ¥T0'1

0s

'I°L ISYRS ‘T I1S1A0Y §10T Wwnw
isejisadg oy noeSuspy “Sune
deja) 1sepuoy eSe ueyueyeadms
JnJun ure| ueyepul
neye ueedwowsad niadas 1sepuo
ueereyipwad uep elioy eue
‘0019q ueemesed ueepeSuad U0
ueIooaBuad ynum eloy yeduo:
uederduad dmojeousw ejnd srue
‘u019q JMYNIS Yrunjes ueeuesyead
dnyeousw Sued :S_uuu_wa__

N

(eg)orL

SIuBATRL)|
1sidejip Suedl

remey]
Suoluoxg

mpnng

Suesediaj
UB)BQ WA WEP
ueper wwelg

(dy)
(%11 Ndd

UEP PEIYIIA0 HNSEULI))
(1se1s03aN usyeyedasay

vBIvY X seynuenyy

UBBINIIJ) ¥3ARH R0

(dy)

(%IT
Ndd uep peaygsaa0
JNSBULIA}) ISBISOSIN

useyedasay eBaRyy

(dy)

(%11 Ndd uep
PEIYIIA0 HNSEWLII)
Sueiey
uemes Ry

seuenyy

nexyedasp Sued dnyjSuiy Sueny

upInyn3ua
uBmEg

Anposg “oN

7 ynpoig
03N qng

Anpoig
Ho3ney gng

ynpoxg 1moSnEy




T 1S1ASY 810T
winurpy 1sexyyiseds oy noeSuspy
“euesuoq ueueSueuad ynjun

eAusnsnyy ueelioyed ueresojaiuad A Juesediay)
00°S06'9ST LE 00°SFE00L 00°0S€09L 6F ymun ueeloyjad ueenesyejad esew|  wrer @r1e 8 - 9 seysedey usjEquUISf wWep
Bweas ueynpadip deys) semueny “yoru], dwngy urep-urey||  Uerer weelpg
Jeyie(] WL[Ep UeNEIPISIp nele ueelioyag
ueyeIIadip Jepr ejnwos Suek uB(] URLIRE
uejeiday dnyjeousur ur ueel1aya | ueelya g
16 1598 T IS1AY 8107
winuipy 1seyisadg oy noeSuopy
“eueouaq ueueSueuad ynjun,
w eAusnsnyy ueel1oyed ueresajaluad Suesedia] )
00095 +0€°€ | 00°08+'2T 00'I8+'TT Ly ymjun veeliayad ueeuesyejed esewll  wep el eserg eljad| uBRqUIDf WEp
ewefes ueynpadip 1deje semuenyy urej-ure] usep uselsnpag
JIeYe(] WE[Ep UBMNRIPaSIP NEje ueefoNag
| ueyeinadip yepn enuwas Suek e weLRY
“ uejeidoy dnyjeousur rur ueel1ayo ueeloYo
(dy) ,
s e e w e
%M”H“ﬁ““ _ Ndd UBP PEIIIAC || PEIYIIA0 HNSBWLI)) | sepmuenyy neyedasip Sued dnySuiy Sueny =u.“”_“u”m ynpog ‘oN t.wwuwaﬂm %:m L1039E gng }npoig 1z03aey
FLERei YNSBUNIA)) :SBIS0SaN sueke],
5 ueyedosy eBaey | uemjeg vRaEy

UBRANID ) v3aey [RloL




1615428 T 1S1A9Y 8107
wnw) 1seyisadg 93 noeBuspy
"puBdULq uruedueuad ynjun

elusnsnyy ueel1ayad uriesajaluad ; Suesedia]
00°091°T0L ST 00°SI1Z'#S9 00VL8 6TL 00°+Z || ymun ueeloyod ueeuesyejod esew)  wer ® 16 hww Swoﬂz ugjEqUIdF UEp
Bwe[as ueynpiadip 1dejs) sejnuenyy PR ureT-urey||  UerEr veeliaag
Ieje(] We[EP UBNRIPISIP NEJE ueelioyag
ueyeIyI2dIp yepn ejnwas Juek uR(y uBLRH
uejeiSay diyeousw rur ueellayag ueel1o3ag
6 ISY2S T 1S1A9Y 8107
wnw) seyiisadg oy noeSuapy
“eugousq ueueSueuad ynjun
elusnsnyy ueelioyed ueresapaluad Suesedd]
00709 ¥+6ZT 00°S10'956 00°610'956 v ymun veeloyjed ueeuesyeod esewll  wrep Wre A0 uBjEqUIaL WEp
vureas ueynpadip 1dejer seinuenyy ~UOL-BEOPHEd uejer wwElinpg
IeJR(] WE[EP UBYRIPISIP Nele Ll ol
ueyeapysadip Yepn enwes Suek ueefioyag
ueeiSoy dnyeousw i ueel1ayag UeCl USLEH
ueelloyeg
Ll () (d)
UED PESIIA0 HUSEULIA}) (11 (%11 Ndd uep uBIAYN3ud g Z ynpoag : .SM“-S..A i
(1ses030) ueiREdasay Ndd UEp PBIYIdA0 || PBaYIdA0 ynseumiy) || sepuenyy neyedasip Suek dnySury Sueny i ynpoig -oN e | ¥ A0S || ynpoag 1odney
Ve iy NNSLULId)) ISTIS03IN Buele]
G ueyeyedasayy eSiel uBmRG BEAR

USRI ) B3I )0,




%

STOT 1_quIdsa( 1€

(OHd) 4240 pupp] jpuolsino.guewinduad jedsue],

uag ynng uedepq veq yeidny ynmng vedepqg smeyy jedwyg nqry vwry ynpng eS1], snyey vwry ving sepg yning, feippy seppyg ueiquag : Suepqidf,

08°08F°SES" L1061 "dY

Hejuoy BN [EI10]

08'08%'SES'LI0'61 "dd

ueelIoyad we) yrunjaeg e8I je10],

T'6 1SS T 1S1AY 80T Wwinwif)
seyiyisadg 9y noeSuapy ‘uerel|

Suesediay
S e e Y ‘ eyaew uvjeoaduad ueeuesyeled (D yusejdouna ure-urey UBJRQUIIL UE
01008 #6061 00°5S6'6€T 00°L6T TST 88°808 i rebv s Y Z6 " E——g . =) om
ueyisioquad uep uedeikuad uBq ueneH ko
dnyeousw Juek ueel1pg ueefioyog
'1°6 ISY9S ‘T 1S1A9Y §10T
wnuip) 1se1sads 93 noeSuapy]
“BuBoUaq usueSuruad ynjun
eAusnsnyy veelioxed ueiesapAuad Nd oFl1 Suesedaa,
00°SYE L8] HT 00°S06°L0S 00°L06°L0S 00'6v || yrun ueelioyed ueeuesyejod esew)  wef 'l - 08 (101eALOXT) uBjEquIdf uEp
suwigjes ueynpedip 1deia semueny 11eg5uag 1BV ureTure ugjep wselinag
Ieyje(] WE[Bp UENRIPSSIP Neje :W«D 9.* od
ueyeIadip yepn gnwos Suek wa mm:.mm
uejeifoy dmojeousw i ueeliayag cumom.a_o d
?\M“ﬂywmm (f) (ou) npou
WED PEAIIA0 HNSBULII)) (%11 (%I1 Ndd uep upInynsuaj 7 ynpoad uw_ S
dosip Suek duySury Suen npoag ‘o L0598 qNS | ynpoug 103ae
(tnas e Ehe ey Ndd UEp peayiaA0 || peayJaao yosenrd)) || semuenyy | neyedosip HBuig u e ynpoag ‘oN 152 e qis }npo.tq 1x03a1ey
8 iy YNSBuLI)) ISBISOBIN duele]
upjeyedasay] e3asy usnES B3IBH

URBAD ) B3ARH [BI0]L




Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan Ini.
Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan

masing — masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. PA/KPA PenyediaJasa
Pejabat Pembuat Komitmen PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

Drs. SYAFRIZAL NOER
Direktur




Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan Ini.
Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan

masing — masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. PA/KPA Penyedialasa
Pejabat Pembuat Komitmen PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

KHAIRUL AR, S.T, M.T. Drs. SYAFRIZAL NOER
NIP. 19861115 201001 1 007 Direktur




Wy PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN
n;‘g/ PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (P.073) PAD




A. KETENTUAN UMUM
1.

Definisi

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat
Umum Kontrak selanjutnya disecbut SSUK harus
mempunyai arti atau  tafsican  seperti  yang
dimaksudkan sebagai berikul.

1:41

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

i

1.8

1.9

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan,  evaluasi,  dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
fugas dan fungsi Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalih
bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan
pukan utama yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang
pelaksanaanya diserahkan kepada Fenyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu
oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.

Direksi lapangan  adalah  fenaga/tim
pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu)
orang atau lebih, untuk mengelola administrasi
Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang sclanjuinya
disingkat HPS adalah perkiraan harga
parang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah
memperhitungkan  biaya  tidak  langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjuinya
disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan
tertentu per satu satuan tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakafi dalam rapat
persiapan pelaksanaan Konfrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, schingga  kewajiban  yang

"




1.19

1:21

1.22

1.26

1.27

Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata
pembayaran yang pokok dan penting yang nilai
pobot kumulatifnya minimal 80% (delapan
puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang
nilai bobotnya terbesar.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan
penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari
awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara Kkerja dari
masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama
yang dapat dipertanggung jawabkan secara
teknis.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Pekerjaan Konstruksi adalah kescluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan
dalam suatu  penyelenggaraan  pekerjaan
konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar
dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara
langsung — menunjang terwujudnya  dan
perfungsinya  suatu  konstruksi sesual
peruntukannya schagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha afau
perscorangan yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan pada bidang tertentu.
Pengawas Pekerjaan adalah tim
pendukung/badan usaha yang

ditunjuk/ditetapkan  oleh  Pejabat  yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat
PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak adalah pemilik atau
pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan
Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau
Pejabat Pembuat Komitmen.

o




4.

.

Bahasa dan Hukum

Korespondensi

Wakil Sah Para Pihak

Larangan Korupsi,
Kolusi dan/atau
Nepotisme,

Wewenang seria
Penipuan

R
b =

R
w

4.1

4.2

o
Ll

Bahasa Kontrak harus dalam pahasa Indonesia.

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak
asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
pahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisthan
dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia.

Semua korespondensi dapat perbentuk surat, e-
mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan
para pihak yang tercanfum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persctujuan  berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah
Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui  surat tercatat dan/atau faksimili
ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKE.

Setiap tindakan yang disyaratkan  atau
diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah
Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam
SSKK kecuali untuk melakukan perubahan
kontrak.

Kewenangan Wakil Sah FPara Pihak diatur
dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan
harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.

Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan
ditunjuk menjadi  Wakil Sah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak,
maka selain  melaksanakan pengelolaan
administrasi  kontrak  dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesual dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Berdasarkan etika pengadaan parang/jasa
pemerintah, para pihak dilarang untuk :

1) menawarkan, menerima atad menjanjikan
untuk memberi atan menerima hadiah atau
imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

2) mendorong terjadinya persaingan tidak
sehat; dan/atau




10. Pengalihan Seluruh
Konirak

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

14. Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan

15. Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekerjaan

lain yang dibebankan olch peraturan perpajakan atas
pelaksanaan  Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga
Kontrak.

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya
diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(mergen) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan  sepihak  olch Pejabat  yang
perwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penycdia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap
pelanggaran ketentuan fertentu Kontrak oleh pihak
yang lain maka pengabaian fersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak
atau  scketika menjadi  pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya
dapat mengikat jika dapat dibukiikan secara tertulis
dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab
penuh  terhadap Tenaga Kerja Konstruki  dan
subkontraktornya (jika ada) serfa pekerjaan yang
dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
terhadap  Pejabat  yang  berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14.1 TPejabat yang berwenang, untuk
menandatangani Kontrak menetapkan
Pengawas  Pekerjaan  untuk melakukan
pengawasan  pelaksanaan pekerjaan  sesuai
Kontrak ini. Fengawas Pekerjaan dapat berasal
dari personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau
Penyedia Jasa  Pengawasan  (Konsultan
Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal
dari Personel Pejubat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak dapat bertindak
sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun
pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan
dari Fengawas Fekerjaan sesuai pelimpahan
wewenang dari Pejabat yang berwenang uniuk




17. Akses ke Lokasi Kerja

peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negard.

7

17.2

17.3

17.4

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak
yang mendapat izin dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak ke
lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

Penyedia harus dianggap telah menerima
kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju
lapangan dan Fenyedia harus berupaya
menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas
Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan
akibat pengunaan jalur akses;

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan
oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia;
dan

d. Fejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur
akses.

Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan
akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih
besar dari biaya umum (overhead) dalam
Penawaran Penyedia, maka Fejabat yang
perwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan
jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

Pejabat yang berwenang unfuk
menandatangani Kontrak tidak bertanggung

jawab atas klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Kontrak ini berlaku efekiif sejak penandatangananan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Fenyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.

18. Masa Kontrak-

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kexja 19.1

Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan




Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan
bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia unfuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel
harus dilakukan dalam jangka waktu
mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pejabat yang berwenang untuk
Kerja (SPMK) menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
tanggal penandatangananan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja scjak penyerahan

Iokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu 21.1 Penyedia berkewajiban untuk
Pekerjaan Konstruksi mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
(RMPK) sebagai penjaminan dan pengendalian muiu

pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan

disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Konfrak .

212 RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana FPelaksanaan Pekerjaan (Work
Method Statement ),

b. Rencana Pemeriksaan dan
Pengujian/ Inspection and Test Flan (ITP);

c. Pengendalian Subkontrakior dan Pemasok.
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Penyedia wajib menerapkan dan
mengendalikan  pelaksanaan RMFK  secara
konsisten unfuk mencapal mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RMFK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya  terhadap penjadwalan  sisa
pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMFK harus
mendapatkan  persetujuan  Pejabat  yang
perwenang untuk menandatangani Kontrak .

21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap RMFK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rencana Kesclamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk
Konstruksi (RKK) mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada
saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,

kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan

disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk

i




24. Mobilisasi

25. Pengukuran
/Pemeriksaan Bersama

26. Penggunaan Produksi
Dalam Negeri

24.1

24.2

24.3
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26.1

26.2

Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati
saat Rapat Fersiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan, termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan Tenaga Kerja KonstruksL

Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang
digunakan mematuhi peraturan perundangan
terkait beban dan dimensi kendaraan.

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kexja
Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan,

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Fengawas Pekerjaan bersama-
sama dengan Penyedia melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan  untuk  setiap  rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mufual Check 0%).

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam
Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama
Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia

berkewajiban mengutamakan material/bahan

produksi dalam negeri dan tenaga kerja

Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan

di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan

pada saat penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,

bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan

perangkat lunak yang digunakan mengacu
kepada dokumen:

a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga;
dan

b. daftar barang yang diimpor, untuk barang




20. Peringatan Dini

21. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis
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30.1

31.2
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Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat,
dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu
diputuskan,  Pengawas Pekerjaun  dapat
menmutuskan baik dalam rapat atau setelah
rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas
peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat
mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan
Harga Kontrak afau menunda penyelesaian
pekerjaan.  Pengawas Pekerjaan  dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak
dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan
ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah
atau mengurangi dampak peristiwa  atau
kondisi texsebut.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan
pekerjaan sesuai jadwal, maka Fejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
harus memberikan peringatan secara terfulis
atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan
0% - 70% dari Kontrak), selisih
keterlambatan  antara  realisasi  fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
10%

b. Dalam periode 11 (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100%  dari Kontrak), selisih
keterlambatan  antara  realisasi  fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar
5%;

¢. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan
70% - 100% dari Kontrak), selisth
keterlambatan  antara  realisasi  fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan
kurang dari 5% dan akan melampaui tahun
anggaran berjalan.

Penanganan kontrak Kritis dilakukan dengan

rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan laporan dari Fengawas

o




menyelesaikan pekerjaan.

322 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia
masth  belum  dapat menyelesaikan
pekerjaan,  Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat:

a) Memberikan  kesempatan kedua
untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan  jangka  waktu sesuai
kebutuhan; atau

by Melakukan  pemutusan Kontrak
dalam hal Penyedia dinilai tidak akan
sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.

3) FPemberian kesempatan kepada Penyedia
sehagaimana dimaksud pada angka 1)
dan angka 2) huruf a), dituanzkan
dalam  adendum  konfrak  yang
didalamnya mengatur pengenaan sanksi
denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada
Penyedia  dan dilanjutkan  dengan
pemutusan kontrak serfa pengenaan sanksi
administratif dalam hal antara lain:

1) Penyedia dinilai  tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segerd dipenuhi
dan tidak dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Fenyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan  dimuat dalam
adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;




33.12
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5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan
sclama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.

Masa Pemeliharaan paling singkat untuk
pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 2 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan
ditetapkan dalam SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak setelah menerima
pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan unfuk
melakukan pemeriksaan  (dan pengujian
apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia  telah  melaksanakan  semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak wajib melakukan
pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar  atau  mengembalikan Jaminan
Pemeliharaan.

Apabila  Penyedia  tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak dan  Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
pasal 44.3.

Serah terima pekerjaan dapat dilakukan

perbagian pekerjaan (secara parsial) yang

ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah

terima pekerjaan sebagian atau secara parsial

yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung
satu sama lain; dan

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak
terkait satu sama lain dalam pencapaian




38. Perubahan Harga
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58.1

58.2

lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bersama Fenyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang

tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi
lapangan seperti yang dimaksud pada pasal
37.1 namun ada perintah perubahan dari
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
bersama  Penyedia  dapat  menyepakali
perubahan pekerjaan yang meliputi:

a. menambah dan/atau mengurangl jenis

kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau
gambar pekerjaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, untuk
menandatangani Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia kemudian dilanjutkan  dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tefap
mengacu pada ketentuan yang tercanium
dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal B37.1 dan B37.2
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga
yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.

Perubahan Harga Konirak dapat diakibatkan
oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) penyesuaian harga; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama
yang akan dilaksanakan  berubah akibat

perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh
persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran




harga berdasarkan indeks harga pada saat
pelaksanaan.

38.7 FKetentuan lebih lanjut terkait penyesuaian
harga diatur dalam SSKK.

38.8 FKetentuan ganti rugi akibat Peristiwa
Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa

Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
Pelaksanaan Pekerjaan diakibatkan oleh:
dan/atau Masa 1) perubahan pekerjaan;

Pelaksanaan 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

3) Feristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa  Pelaksanaan  dapat
diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas pertimbangan
yang layak dan wajar untuk hal-hal scbagai
berikut:

a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
¢. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan wakitu terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar atau wakiu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a
atau b.

39.4 Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak dapat menyetujui
perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak
setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam
jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika
Penyedia lalai untuk memberikan peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang
Masa Pelaksanaan.

Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak berdasarkan

pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia

Peneliti Pelaksanaan Konirak harus telah

menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan

untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan
dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga

penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa

Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk

meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
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B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar

41.1

41.2

41.5

41.4

41.5

41.6

akibat perubahan Fersonel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama menjadi tanggung jawab
Penyedia.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca

ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang discbabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
atau Penyedia memberitahukan  fenfang
terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu
pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar

b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan

menyerahkan hasil identifikasi kewajiban

dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan

Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

1) pernyataan  yang diterbitkan  oleh
pihak/instansi  yang berwenang sesuai
ketenfuan peraturan perundang-undangat;
dan/atau

2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar
yang telah diverifikasi kebenarannya.

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja

pelaksanaan dapat berupa:

a

a. Toto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;

b. Kurva S pekerjaan; dan

c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak meminta Pengawas
Pekerjaan  untuk melakukan  penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan
Kahardan dan bukii serta hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan
pasal 41.5

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan
salah  satu Pihak  untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
pukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3.
Kewajiban yang dimaksud adalah hanya




41.14

wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan pengakhiran
kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban
sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi
atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan  bersama atau
berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi
Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

42. Penghentian Kontrak

43. Pemutusan Kontrak

43.1

Pemufusan Kontrak dapat dilakukan olch
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan sural peringatan dari
salah satu pihak ke pihak yang lain yang
melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah
ada putusan pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran  tersebut berdampak terhadap
kerugian atas konstruksi, jiwa manusia,
kesclamatan publik, dan lingkungan  dan
ditindaklanjuti dengan surat pernyataan
wanprestasi dari pihak yang dirugikan

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah  Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak/Penyedia
menyampaikan pembperitahuan rencana
Pemutusan Konirak secara tertulis kepada
Penyedia/Pejabat  yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh
salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak membayar
kepada Penyedia scsuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat yang berwenang unfuk
menandatangani Kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), seria
Fenyedia ~ menyerahkan  semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani  Kontrak  dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konirak.




45, Pemutusan Konirak oleh
Penyedia

46. Pengakhiran Pekerjaan

44,

44

44,

% Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada
Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,
maka:

1) Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berhak untuk
tidak membayar retensi atau terlebih
dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan
sebelum  pemutusan  Konirak  untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang

retensi aftau uang pencairan Jaminan
Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Fejabat yang
berwenang untuk menandatangani Konfrak
wajib menyetorkan schagaimana ditefapkan
dalam SSKK.

5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud
pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan Kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

6 Pencairan jaminan scbagaimana dimaksud

pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan
disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Ferdata, Penyedia dapat
melakukan pemutusan Kontrak apabila:

D

2)

46.

i

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menyetujui Fengawas Pekerjaan unfiuk
memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan
pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan
Penyedia, dan perintah penundaan terscbut tidak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPF) untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang  disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK.

1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran
pekerjaan dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan
bukan oleh kesalahan para pihak;
2) pelaksanaan kontrak  tidak  dapat
dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1
dituangkan dalam addendum final yang berisi
perubahan akhir dari Kontrak.




50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi

51. Hak Kekayaan
Intelektual

52. Penanggungan Risiko

g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam
rangka memberi perlindungan kepada setiap orang
yang berada di tempat kerja maupun masyarakat
dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan
pemindahan bahan paku, penggunaan peralatan
kerja konstruksi dan proses produksi;

h melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Fekerjaan dalam Kontrak ini; ‘

i, Thak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen
lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk
kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-~
undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan
atau Klaim dari pihak ketiga yang disebabkan
penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual oleh Penyedia.

52.1 Penyedia berkewajiban untuk  melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, fanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan  atau tuntutan  hukum, proscs
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap FPejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan afau kelalaian
berat Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak) schubungan dengan
klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Fenyerahan Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan
harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika
ada), dan tenaga kerja konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga
kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda,
dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
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Lingkungan langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan
baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan
membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak
ketiga dan harta bendanya schubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan Kketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

1
1

55.1 Apabila  disyaratkan,  Penyedia  wajib
menyediakan asuransi sejak SPMK  sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
untuk  pekerjaan/barang/peralatan  yang
mempunyai risiko tinggi terhadap:

a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas:
i segala risiko terhadap kecelakaan;,
ii.  kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi
kerja.

55.%3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam

penawaran dan termasuk dalam Harga
Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan

Mensyaratkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang
Persetujuan Pejabat berwenang untuk menandatangani Kontrak
yang berwenang untuk sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
menandatangani a. mensubkonirakkan scbhagian  pekerjaan
Konirak atau Pengawas yang belum tercantum dalam Lampiran A
Pekerjaan SSKK;

b. menunjuk  Personel Manajerial yang
namanya tidak tercantum dalam Lampiran

A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam
SSUK.

56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan
lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas
Pekerjaan  sebelum melakukan tindakan-
tindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode
kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis

asuransi,

mengubah Personel Manajerial dan/atau

Peralatan Utama;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam

)
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yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak
ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
paling lambat pada waktu pemutusan  atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban
untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak
tersebut beserta daftar rinciannya kepada FPejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia
dapat menyimpan 1 (satw) buah salinan tiap dokumen
dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
mengenal penggunaan dokumen dan piranti lunak
tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara 59,1 Persyaratan pekerjaan yang disubkonirakkan
Penyedia dan harus memperhatikan:
Subkontrakior

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran
di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
{ima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang
wajib disubkontrakkan  dicantumkan
dalam dokumen pemilihan Pperdasarkan
penetapan  Pejabat Penandatangan
Kontrak dalam dokumen persiapan
pengadaan; dan

59:1.2 Bagian pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang

disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekexjaan,

p) Pekerjaan sebagaimani dimaksud
pada huruf a) sesual dengan
subklasifikasi SBU;

2) Scbagian pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
p) Pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a) fidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.32 Subkontraktor dilarang mengalihkan alau
mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia  Usaha Kecil  tidak  boleh
mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak
lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
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63.2

63.4

untuk menandatangani Kontrak diterima.

Penerbit Jaminan sclain Bank Umum harus
telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan
Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai
berikut:

a. Bank Umum;

b. Perusahaan Asuransi;

¢. Perusahaan Penjaminan; atau

d. lembaga kenangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Fejabat
yang berwenang untuk  menandatangani
Komtrak  setelah  diterbitkannya  Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPH])
sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk
harga penawaran atau penawaran
terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh
persen) nilai HPS.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal penandatangananan
Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama  Pekerjaan (Provisional ~ Hand
Over/FHO).

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan  dinyatakan selesai 1009 (seratus
persen)  dan diganti  dengan Jaminan
Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;

Jaminan Uang Muka diberikan  kepada
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya
paling kurang sama dengan besarnya uang
muka yang diterima Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi
secara proporsional sesuai dengan sisa uang
muka yang diterima.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling
kurang sejak tanggal persctujuan pemberian
uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).

63.10 Jaminan FPemeliharaan diberikan  kepada
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d. Penyedia belum bisa masuk ke Iokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;,

e. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Fenyedia untuk melakukan
pengujian  tambahan  yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. Pejabat yang, berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;

g. Pejabat yang, berwenang untuk
menandatangani Kontrak memerintahkan
untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya yang
disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak; atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika Feristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Pelaksanaan.

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya
dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
perwenang untuk menandatangani Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk  menandatangani  Kontrak, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Fenyedia
gagal atau lalai untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi.

E TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.

1

ia

Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja
pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat
kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain Fersonel
Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada
pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat
kompetensi  kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat
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70.2

uang muka yang diterima.

e. Dalam hal diberikan uang muka, maka
Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.

f. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak harus
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatangananan
Surat Perintah Membayar (FPSFM) untuk
permohonan tersebut pada huruf f, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima.

g. Pengembalian  uang muka harus
diperhitungkan berangsur-angsur sccara
proporsional pada  setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus persen).

Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak,

dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekexjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi

kemajuan hasil pekerjaan yang telah

dicapai dan diterima oleh Fejabat yang

berwenang untuk menandatangani Konirak;

pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan

yang sudah terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan atau sistem fermin sesuai ketentuan
dalam SSKK;

e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau  bahan yang
menjadi bagian permanen dari hasil

o

pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material on stfe)
yang sudah dibayar scbelumnya;

3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensl

f wuntuk Kontrak yang  mempunyai
subkontrak, permintaan pembayaran harus
dilengkapi bukii pembayaran kepada
seluruh  Subkontraktor sesuai dengan
prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada
Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi
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secara  satu kesatuan  fungsi
merupakan tanggung jawab Penyedia.

c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi
tidak diperlukan dalam hal peralatan
dan/atau  bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;

d. besaran yang akan dibayarkan dari
material on site (maksimal sampai dengan
70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);

e. besaran nilai pembayaran dan jenis
material on site dicantumkan di dalam
SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat
Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan
subkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial
yang dikenakan kepada Fejabat yang
bherwenang untuk menandatangani
Rontrak  maupun Penyedia  karena
terjadinya  cidera ] anji/wanprestasi.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah scbesar
nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Resarnya denda keterlambatan yang
dikenakan  kepada  Penyedia  atas
keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan
adalah:

1) 1%o (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam
Kontrak (sebelum FFN); atau

2) 1% (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

d. RBesaran denda cacat mutu sebesar 1%
(satu perseribu) per hari keterlambatan
perbaikan dari milai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.

e. Besaran denda pelanggaran subkontrak
sebesar mnilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.

f Besarnya ganti rugi sebagai  akibat
Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar
punga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu  menurut
ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;,

g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
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3.

74,

76.

Penangguhan

PENGAWASAN MUTU

Pengawasan dan
Pemeriksaan

. Penilaian Pekerjaan

Sementara oleh Pejabat

yang berwenang untuk

menandatangant
Kontrak

Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu

perkewajiban untuk menerbitkan SPP unfuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling
lambat 7 (tujub) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan
lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73.1 Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani Kontrak dapat menangguhkan
pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan
Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai
memenuhi kewajiban Lkontraktualnya, termasuk
penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesual
dengan wakiu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat yang berwenang uniuk
menandatangani  Konfrak  secard tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-
alasan yang jelas mengenai penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan  harus
disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau
kelalaian Penyedia.

78.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan  dapat
dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedia.

Pejabat yang berwenang untuk  menandatangani
Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan
kepada pihak kefiga untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75.1 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak  dalam  Masa
Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan
terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76.1 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak  atau Pengawas
Pekerjaan  akan memeriksa  setiap  hasil
pekerjaan  dan memberitahukan  Penyedia
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menandatangani Kontrak yang telah jatuh
tempo.

774 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk  menandatangani
Kontrak selama masa pelaksanaan maka
penyedia  wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sepelum cacat mutu
tersebut selesai diperbaiki.

773 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk  menandatangani
Kontrak selama masa pemeliharaan maka
penyedia  wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dalam jangka wakiu yang ditentukan
dan mengenakan denda keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan
cacat mufu sewaktu masa pemeliharaan dapat
diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar
hitam.

77.7 Jangka wakiu perbaikan cacat mutu sesual
dengan perkiraan waktu yang diperlukan
untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani

Kontrak.
77.8 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat

memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal
jangka waktu perbaikan cacat mutu akan
melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan

78.2 TPenyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama perianggungan ferhadap
Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila
remcana Umur Konstruksi kurang dari 10
(sepuluh) tahun.

78.3 Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak bertanggungjawab
atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah
jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang, uniuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses
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terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
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PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
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SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1&4.2 | Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja KPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Prov. Sumbar
Nama KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Alamat Jalan Taman Siswa No. 1 Padang
Website www.sumbarprov.go.id
E-mail bmckir@sumbarprov.go.id
Faksimili (0751) 7051783
Penyedia PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
Nama Drs. SYAFRIZAL NOER
Alamat JI. Langkisau No. 5 Painan - Pesisir Selatan
E~mail pt cmnb@yahoo.co.id
Faksimili (0756)22221
4.2 &5.1 | Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Pihak Untuk Pengguna Jasa :
Nama D
Untuk Penyedia :
Nama -
6.3.b & | Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
6.3.c |Jaminan
44.4 &
44.6
27.1 Masa Pelaksanaan | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 220 (Dua
Ratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK
27.4 Masa Pelaksanaan | Tidak Diberlakukan
untuk Serah
Terima Sebagian
Pekerjaan (Secara
Parsial)
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari
Pemeliharaan kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(PHO).
83.19 Serah Terima Tidak Diberlakukan
Sebagian
Pekerjaan




38.22 Masa Tidak Diberlakukan
Pemeliharaan
untuk Serah
Terima Sebagian
Pekerjaan (Secara
Parsial)

35.1 Gambar As Built | Gambar “ As built “ dan/ atau pedoman pengoperasian dan
dan Pedoman perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat
Pengoperasian Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
dan Perawatan/

Pemeliharaan

38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga tidak diberikan
Harga

45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Tagihan Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh)

hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak dipersilisihkan diterima oleh Pengguna Jasa

49.(1) Hak Kewajiban Hak dan kewajiban Penyedia :

Penyedia Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Penyedia Berkewajiban
untuk selalu melakukan Perlindungan dan Pengamanan selama
Pekerjaan di Kawasan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir

56.3 Tindakan v
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengguna Jasa

56.3 Tindakan -

Penyedia yang
Mensyaratkan
Persefujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
Dokumen lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut :
Untuk Penelitian/Riset Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis Dari
Pengguna Jasa
65 Fasilitas -
66.1.(h) Peristiwa z
Kompensasi
70.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tingzi sebesar 20% (Dua Puluh persen)
Muka dari Harga Kontrak.

~H




70.2.(d) Pembayaran Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan
Ercslan ke Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Monthly Certificate,
2. Back Up Data Quantity dan Quality,
3. Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan,
4. Request dan Shop Drawing untuk Pekerjaan, Berita Acara
Pembayaran, Kwitansi yang terisi dan bermeterai, dan
5. Dokumen Foto Foto Pekerjaan pada saat 0%; 50% dan 100%,
harus bertanggal, nama ruas dan lokasi STA/KM
70.3.(e) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan
Bahan dan/atau | yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on
Peralatan site), ditetapkan sebagai berikut:
Tidak ditetapkan
70.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
Keterlambatan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada perpres no 16 tahun
2018 pasal 78 ayat 5f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar
1% (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
78.2 Umur Konstruksi | a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5
dan (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Pertanggungan b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama
terhadap 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Kegagalan
Bangunan
79.4 Penyelesaian Dalam hal musyarawah untuk mufakat tidak tercapai, maka para
Perselisihan / pihak sepakat menyelesaikan perselisihan / sengketa melalui:
Sengketa LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) LKPP (Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.bmckirsumbarprov.go.id ~ email : bmcktr@sumbarprov.go.id

B ——
Nomor  :620/05.21/SPPBJ]-P.073PAD-BM/V /2025 Padang, 21 Mei 2025

Lampiran : -

KepadaYth.

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA
Di-
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD

sehubungan dengan terpilihnya saudara sebagai penyedia pada pekerjaan
Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD
dengan cara E-Katalog, dengan nilai negosiasi sebesar Rp. 19.017.535.480,80
(Sembilan Belas Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat
Ratus Delapan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Sen) , kami nyatakan
diterima/disetujui. '

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) ini Saudara
diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 950.877.000,00
(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
dengan masa berlaku selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender dan
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPB].

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta petunjuk teknisnya,

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat
Pejabat Pembuat Komitmen

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumbar di Padang.

3. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Bidang Bina Marga.

®J
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Ban&?Nagari

GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No : 001/BG-SYPD/PN/468

PT. BANK NAGARI dalam hal ini diwakili oleh RAHMADANI selaku Pemimpin Cabang Painan beralarmal
di JI. H. llyas Yacub Painan Kecamatan IV Jurai Kabupalen Pesisir Selalan, bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Sural Kuasa Khusus Direksi Nomor SR/139/DIR/HC/02-2025 tanggal 20 bulan
Februari lahun 2025, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK NAGARI
berkedudukan di Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN.

atas permintaan dari :

PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA dalam hal ini diwakili oleh SYAFRIZAL NOER selaku Direktur,
beralamat di JI. Langkisau No. 5 Painan Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai
penyedia jasa untuk pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru- Alahan
Panjang  (P073) PAD sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa  (SPPBJ)
Nomor :620/05.21/SPPBJ-P073PAD-BM/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 untuk selanjutnya disebut
TERJAMIN.

dengan ini berjanji dan memberikan JAMINAN PELAKSANAAN sampai dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 950.877.000,- (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN.

dengan ketentuan sebagai berikut

1. PENJAMIN akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada
PENERIMA JAMINAN apabila TERJAMIN gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam dokumen tersebut diatas.

2. 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal
27 Desember 2025

3. PENERIMA JAMINAN harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan
menyerahkan Asli Warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang
berlaku.

4, Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa
berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.

9. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) sejak
tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.

6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila TERJAMIN telah memenuhi kewajiban-kewajibannya
sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas,
walaupun jangka waktu Bank Garansi belum berakhir.

7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PENJAMIN

mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik TERJAMIN yang berkenaan dengan
penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

,}@Y o Padang, 26 Mei 2025

(RAHMADANI)
PT. Bank Nagarl H :
JI. Pemuda No. 21 Padang 25117 Pemlmpln Cabang

Sumatera Barat

INDONESIA

Tel, (0751) 31677 (4 Saluran),
31578, 31681, 31682, 34115
Fax. (0751) 37749, 31491
Kotak Pos 111

website : www banknagarl.co.ld


https://v3.camscanner.com/user/download

W85 PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN

(%=='| PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
<" ALAHAN PANJANG (P.073) PAD




SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA,DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No.1 Padang Telp ( 0751 ) 7051700 / Fax ( 0751 ) 7051783
http:/www.bmektr.sumbarprov.go.id - email: bmcktr@sumbarprov.go.id

BERITA ACARA

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN
KONTRAK

(TANGGAL 26 MEI 2025)

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PAKET :

PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (P.073) PAD

KONTRAKTOR PENYEDIA :
PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

TAHUN ANGGARAN 2025




PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 — 7051756 — 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id - email : pdeisb@sumbarprov.go.id

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK
Nomor: 620/05.26/RPPK.P.073PAD-BM/2025

Pekerjaan: Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang
bertanda tangan di bawabh ini :

I. PESERTA RAPAT

[ | Nama : | KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
Jabatan : | Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom)
Alamat : | JIn. Taman Siswa No. 1A Padang
Bertindak untuk dan atas nama PPTK/PPKom

Il | Nama - [YyafriaL  NOOT |
Jabatan . | PIREETUE
Alamat : | fongom .
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

II. PELAKSANAAN RAPAT
1. Rapat dipimpin oleh : KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T. (PPTK/PPKom

Pembangunan Jalan)
2. Kesepakatan materi rapat:

a. Materi Wawancara

No | Materi Klarifikasi PPKom ke calon Hasil klarifikasi penyedia
Penyedia
1 | Jaminan Mohon dijelaskan terkait dengan

Qan\man Pu\alqmqon 9“‘5

elaksanaan jaminan pelaksanaan yang akan
p ]diberika: pada saat antrgak i?t;;oi“:“"\cg‘ J?Q\B\;:-mm
nantinya H%O\"\ :
2 Nilai jaminan pelaksanaan Rp .9<6..8330.00Q...
3 Penerbit jaminan pelaksanaan Bonk  Magay)

4 | Kelengkapan | Apakah seluruh kelengkapan

administrasi administrasi kontrak seperti: honk Pail)
kontrak 1. Rekening bank
2. NPWP

3. Dokumen izin usaha

tidak mengalami kendala, masih
berlaku pada saat dilakukan
penandatangan kontrak?




Kemampuan/
kapabilitas
penyedia

Apakah perusahaan saudara
memahami jenis penanganan
pelaksanaan pekerjaan di lapangan
berdasarkan BOQ Pekerjaan dan
gambar rencana di dalam link
google drive di penayangan berita

paket di beranda LPSE?

Mamoham i

Jadwal

pekerjaan

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen mampu menjalankan
kontrak sesuai jadwal yang
ditetapkan (masa pelaksanaan 7,3
bulan/220 (dua ratus dua puluh)
hari kalender), dengan tanpa

dikenakan denda keterlambatan?

Bﬂfkbf”\l]—m‘h_

SMKK

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen memenuhi
persyaratan dan kelengkapan SMKK
sesuai item yang diminta didalam
BOQ Pekerjaan di dalam link google
drive di penayangan berita paket di
beranda LPSE, dengan nilai yang
telah disepakati pada saat negosiasi

harga?

Burkqmw :

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen menyiapkan
dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan
RMLLP?

&lfko W\\‘Mm 5

Jaminan Mutu

Apakah perusahaan saudara
berkomitmen melaksanakan
pekerjaan dengan berpedoman
kepada spesifikasi Umum 2018

Revisi 27

borkm\}u\% 2




b. Pengecekan kelengkapan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis
perusahaan (dilampirkan data dukung)
Cekl
No. Uraian ist Keterangan
)
1. | Izin Usaha Berlaku Sampai dengan
Tanggal : .3, PSembex o
S No. NPWP : 011160801201 000 -
3. | SPT Tahun Terakhir 2024 .
4. | Akta Pendirian dan Perubahan Akta Pendirian
Nemor . : 32k cid st o
Tanggal : .20 Pusumbar o
Notaris, : i donel Batelie =
Akta Perubahan
Nemor: 12 =0 o o
Tanggal : 2..8%% 29, ..
Notaris : MOTkh&ling (trtapte - (i
5. | Pengalaman Perusahaan Memiliki Pengalaman 4 Tahun
Terakhir
6. | Kemampuan SKP/KD Do
7 Surat Pernyataan Komitmen DA -
8. | Pakta Integritas E-Katalog ADA
9. Surat Pernyataan
Keabsahan/Kebenaran Informasi e
Produk dan Harga
10. | Surat Pernyataan Bebas Temuan a. Melunasi Temuan BPK sampai
dengan tahun 2023 :
PO
b. Menyicil Temuan BPK Tahun 2024
e RV
11. | Laporan Keuangan yang diaudit




12. | Sertifikat Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan ADA |
13. | Rencana Keselamatan Konstruksi
ApA .
14. | Personil Manajerial Lengkap Melampirkan KTP, SKK/SKA/SKT,
NPWP, Jjazah, dan Pengalaman Kerja
dan Curicullum Vitae (CV)
bpa. .
15. | Peralatan Utama Lengkap Khusus AMP Memiliki SLO berlaku
s/d Bulan Maret 2025
Tanggal 231 JUlcivra S
Berlakus/d : 3).4v%.. d02¢ . . ..
No SE@ %0}\ (BN, 1M ferand /
Bukti Penggunaan Solar Industri Dos. |
16. | Peta/Jarak AMP ke lokasi
Pekerjaan dan Titik Kordinat Bvs -
III. KESIMPULAN

PPKom dan calon penyedia telah melakukan berbagai macam klarifikasi yang bertujuan

meyakinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPKom) terkait kemampuan calon

penyedia dalam melakukan kontrak, setelah dilakuan beberapa klarifikasi maka diambil

kesimpulan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwa :

1. PPKom menyimpulkan bahwa calon penyedia dinyatakan mampu dan bersedia
untuk melaksanakan kontrak dan dapat segera dilanjutkan Penandatangan Kontrak

dan Surat Pesanan Setelah Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Ke PPTK/PPKom.




Hal- hal yang dibahas dalam Berita Acara Persiapan Penandatangan Kontrak dan menjadi satu

kesatuan dokumen yang tidak bisa dipisahkan.

Demikian berita acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak :

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktor Pelaksana
(PPTK/PPKom) PT. Citra Muda Noer Bersaudara

it

KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T. Quogrizel, DAL
NIP. 19861115 201001 1 007 DIREKTUR. -

Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

=9

ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19710818 200604 1 007




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id — email : bmcktr@sumbarprov.go.id

Nomor : 620/5.23/Und.RRKD-P.073PAD-BM/2025 Padang, 23 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen Kepada Yth :

Daftar Undangan Terlampir
di -

Tempat
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses negosiasi Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan
Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD dengan E-Katalog Lokal pada
tanggal 20 Mei 2025, maka bersama ini kami mengundang Bapak/saudara untuk hadir,
pada Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 26 Mei 2025

Jam : 11.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bidang Bina Marga Lt. 3 Dinas Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Sumbar

Acara : Rapat Reviu Kelengkapan Dokumen Paket Pembangunan Jalan

Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan dapat hadir tepat pada waktunya.
Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KA AN ¥
5 o1t

Catatan :

1. Penyedia membawa Dokumen Kualifikasi Perusahaan, Daftar Personil dan Daftar Peralatan berikut
dengan Dokumen Pendukungnya.
2. Penyedia diwajibkan menghadirkan Personil yang akan ditempatkan di lokasi pekerjaan.




Lampiran Surat Nomor : 620/5.23/Und RRKD-P.073PAD-BM/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. KPA Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Direktur PT. Citra Muda Noer Bersaudara (Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru -
Alahan Panjang (P.073) PAD)




